KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 62 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESI DEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG

UNI' T ORGANI SASI DAN TUGAS ESELON

LEMBAGA PEMERI NTAH NON DEPARTEMEN
SEBAGAI MVANA TELAH BEBERAPA KALI DI UBAH TERAKHI R

DENGAN KEPUTUSAN PRESI DEN NOMOR 32 TAHUN 2003

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

bahwa dal am rangka nendukung tersel enggaranya tertib adm nistrasi
peneri nt ahan, di pandang perlu nenyenpurnakan Keputusan Presiden
Nonmor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organi sasi dan Tugas Eselon |
Lenbaga Penerintah Non Departenen sebagai mana tel ah beberapa kal
di ubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nonor 32 Tahun 2003;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang- Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nonor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan O gani sasi, dan Tata Kerja
Lenbaga Penerintah Non Departenen sebagai mana tel ah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nonor 30

Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden Nonmor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Lenbaga Penerintah Non

Departenmen sebagai mana tel ah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Presi den Nonor 32 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

KEPUTUSAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESI DEN NOMOR
110 TAHUN 2001 TENTANG UNI T ORGANI SASI DAN TUGAS ESELON | LEMBAGA
PEVMERI NTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAI MANA TELAH BEBERAPA KALI DI UBAH
TERAKHI R DENGAN KEPUTUSAN PRESI DEN NOMOR 32 TAHUN 2003.

Pasal |

Beber apa ket entuan dal am Keputusan Presiden Nonor 110 Tahun 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Lenbaga Penerintah Non
Depart enen, sebagai mana tel ah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keput usan Presiden Nonor 32 Tahun 2003 di ubah sebagai beri kut

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi
sebagai beri kut

"Bagi an Kesebel as
Badan Intelijen Negara
Pasal 22
BIN terdiri dari
a. Kepal a;



(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

b. Waki | Kepal a;

c. Sekretariat U ana,

d. Deputi Bi dang Penyelidi kan Luar Negeri;

e. Deputi Bi dang Penyel i di kan Dal am Negeri ;
f.Deputi Bi dang Pengol ahan;

g. Deputi Bi dang Pengamanan;

h. Deputi Bi dang Penggal angan;

i . Deputi Bi dang Hubungan Antar Lenbaga dan Antar Daer ah;
| . Deputi Bidang Teknol ogi Intelijen;

k.Staf Ahli Bidang Politik Dal am Negeri ;

| .Staf Ahli Bidang Politik Luar Negeri;

m St af Ahli Bi dang Ekonomi ;

n. Staf Ahli Bidang Sosi al Budaya,;

o. Staf Ahli Bi dang Pertahanan dan Keanmanan.”

Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi
sebagai beri kut

"Pasal 23

Kepal a nenpunyai tugas :

a. mem npi n BIN sesuai dengan ket ent uan per at uran
per undang- undangan yang ber| aku;

b. nmenyi apkan kebij akan nasional dan kebijakan unum sesua
dengan tugas BI N

C. nenet apkan kebijakan teknis pel aksanaan tugas BIN yang
nmenj adi tanggung j awabnya;

d. menbi na dan nel aksanakan kerjasama dengan instansi dan
organi sasi lain

ki | Kepal a nenpunyai tugas nenbantu Kepala dal am

nmel aksanakan tugas mem npin BI N

Sekretari at Ut ana nmenpunyai t ugas nmengkoor di nasi kan

per encanaan, penbi naan, dan pengendalian terhadap program

adm ni strasi dan sunber daya di |ingkungan BI N.

Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri nenpunyai tugas
nmel aksanakan perunusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang
operasi penyelidi kan yang beraspek |uar negeri.

Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri nenpunyai tugas
nmel aksanakan perunusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang
operasi penyelidi kan yang beraspek dal am negeri .

Deput i Bi dang Pengol ahan nenpunyai tugas nel aksanakan
perumusan dan pel aksanaan kebijakan di bi dang pengol ahan data
dan informasi intelijen.

Deput i Bi dang Pengamanan nenpunyai tugas nel aksanakan
perumusan dan pel aksanaan kebijakan di bi dang upaya intelijen
strategi s untuk nmengamankan pel aksanaan kebi j akan peneri nt ah

Deputi  Bidang Penggal angan nenpunyai tugas nmnel aksanakan
perumusan dan pel aksanaan kebijakan di bi dang upaya intelijen
strategis unt uk menyukseskan pel aksanakan kebi j akan
peneri nt ah.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lenbaga dan Antar Daerah
menpunyai tugas nel aksanakan perumusan dan pel aksanaan
kebi j akan di bi dang hubungan antar |enbaga dan antar daerah,
yang berkai tan dengan kegiatan intelijen.

Deput i Bi dang Teknol ogi Intelijen menpunyai tugas



nel aksanakan perunusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang

pengel ol aan teknol ogi intelijen.

(11) Staf Ahli Bidang Politik Dalam Negeri nenpunyai tugas

nmenberi kan t el aahan nengenai nmasal ah politik dal am negeri

(12) Staf  Ahli Bidang Politik Luar Negeri nenpunyai tugas

nmenberi kan t el aahan nengenai masal ah politik |uar negeri

(13) Staf Ahli Bidang Ekonom nenpunyai tugas nenberi kan tel aahan

nmengenai masal ah ekonom .

(14) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya nenpunyai tugas nenberikan

t el aahan nengenai masal ah sosi al budaya.

(15) Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan nenpunyai tugas
nmenberi kan t el aahan nengenai masal ah pertahanan dan keanmanan

Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
MEGAWATI SCEKARNCPUTRI

Sal i nan sesuai dengan aslinya
SEKRETARI AT KABI NET RI
Kepal a Biro Peraturan Perundang-undangan |
ttd.
Edy Sudi byo



